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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan 

kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah 

disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. 

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Nias Selatan selanjutnya disingkat Renja BPBD Kabupaten Nias Selatan 

Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran 

yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan 

fungsi BPBD Kabupaten Nias Selatan, yang disusun berpedoman kepada 

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-

2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Nias Selatan 

tahun 2025 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1.  Persiapan penyusunan; 

2.  Penyusunan rancangan awal; 

3.  Penyusunan rancangan; 

4.   Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah  

5.  Perumusan rancangan akhir; dan 
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6.  Penetapan. 

Penyusunan Renja BPBD Tahun 2025 dilakukan melalui proses 

teknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku 

kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang 

berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan 

tahun 2024 dan selanjutnya disinergikan dengan arah kebijakan 

pembangunan Kabupaten Nias Selatan dengan tetap memperhatikan 

program dan kegiatan prioritas sesuai dengan renstra perangkat daerah 

BPBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026, serta selaras dengan 

Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja BPBD 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan: 

1. Pedoman bagi BPBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 

2025; 

2. Alat    untuk    menjamin    keterkaitan    dan    konsistensi    antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Adapun dasar hukum penyusunan Renja BPBD Kabupaten Nias 

Selatan Tahun 2025, antara lain: 

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan 

Kabupaten Nias Selatan,  Kabupaten Pakpak Bharat, 

dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasiona (SPPN); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024; 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah DanRencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan RencanaKerja Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias 

Selatan Tahun 2021-2026; 

15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 Tahun 2016 tentang 

Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Kabupaten Nias Selatan; 
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16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor  Tahun  …. Tentang 

Penetapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026; 

17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor…..Tahun 2024 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 

2025 

18. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor 100.3.3.2/917/2023 tentang 

Tim Penyusun RKPD Kabupaten Nias  Selatan Tahun 2025 

19. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor 100.3.3.2/68/2024 tentang  

Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup 

Pemerintah Kabupaten Nias  Selatan Tahun 2025 

 

1.3 Maksud dan Tujuan. 

 

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 disusun dengan maksud untuk 

menyeralaraskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Nias 

Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta indikator kinerja 

Perangkat Daerah melalui pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan 

pada rancangan awal RKPD tahun 2025, serta Renstra BPBD Kabupaten 

Nias Selatan tahun 2021-2026. 

Sedangkan tujuan disusunnya Renja BPBD Kabupaten Nias Selatan 

tahun 2025 adalah untuk : 

a. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis BPBD tahun 2021-

2026; 

b.  Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 

c.  Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari 

permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah 

antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun 

mendatang; 

d. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah 

daerah; 
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e. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada 

secara efektif, efisien dan berkelanjutan; 

f. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras 

dengan program prioritas tahunan daerah; 

f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro 

perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, 

perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis 

lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata 

anggaran kegiatan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan. 

 

Rencana Kerja Badan Penanggulngan Bencana Daerah 

Kabupaten Nias Selatan dibuat dengan sistematika penyusunan 

berdasarkan Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

sebagai berikut : 

 

BAB   I.   PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II.    HASIL EVALUASI RENJA  PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi  Pelaksanaan  Renja  SKPD  Tahun  Lalu  

dan  Perkiraan Capaian Tahun berjalan dan 

kaitannya dengan Capaian Renstra Perangkat 

Daerah. 
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BAB III.  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional. 

3.2. Tujuan  dan  Sasaran  Rencana  Kerja  BPBD  

Kabupaten Nias Selatan. 

3.3. Program dan Kegiatan 

a. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan 

terhadap Rumusan Program Kegiatan 

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan 

Kegiatan  

c. Penjelasan Jika Rumusan Program dan Kegiatan tidak 

sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik Jenis 

Program/Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun Kombinasi 

keduanya. 

BAB IV.  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

4.1  Tabel ini dicetak dari aplikasi SIPD 

 

BAB V.   PENUTUP 

a. Catatan penting 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan 

c. Rencana tindak lanjut 

d. Dokumen ditanda tangani oleh kepala OPD 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 

 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah. 

 

Dalam Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023 dan 

Pencapaian Renstra Tahun 2023 dapat kami jelaskan bahwa realisasi 

pelaksanaan program kegiatan Tahun anggaran 2023 ada 2 program 

yang dijabarkan ke dalam 34 sub kegiatan yang telah dituangkan dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2023.  

Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

BPBD sebagai hasil/keluaran yang telah direncanakan, dapat dilihat pada 

tabel TC-29 adalah sebagai berikut :  

a. Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terdiri dari 

beberapa kegiatan dan sub kegiatan  

b. Program Penanggulangan Bencana  

 

 

 

 

 

 

 



9 

 



10 

 



11 

 

 



12 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun Nomor : 01.5_62 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tugas BPBD adalah 

melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang 

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub 

urusan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD memiliki 

fungsi: 

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan 

pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup 

pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta 

rekonstruksi secara adil dan merata 

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan 

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana 

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana 

5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 

wilayahnya 

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap 

saat dalam kondisi darurat bencana 

7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang 

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD 

Kabupaten Nias Selatan, ditetapkan indikator kinerja BPBD Kabupaten 

Nias Selatan yang ditetapkan dalam renstra BPBD Kabupaten Nias 
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Selatan periode 2021-2026 dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Target 

dan capaian indikator kinerja BPBD pada tahun 2023 dapat dilihat tabel 

TC. 30 berikut ini: 

 

 

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat 

Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat 
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Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait 

dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, 

untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program 

dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan 

untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan 

kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.   

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD 

Kabupaten Nias Selatan : 

1. Kesiapan sarana dan prasarana; 

2. Kompetensi personil; 

3. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan 

4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stake 

holder.  

Dari isu-isu penting tersebut, ditetapkan beberapa permasalah, 

hambatan, peluang dan tantangan di BPBD Kabupaten Nias Selatan.  

 

A. Permasalahan 

-  Belum memiliki anilisa pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana 

-  Kompetensi personil belum merata dan memadai 

-  Manajeman penataan personil belum efektif dan efisien 

-  Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana belum merata 

-  Prosedur dan mekanisme koordinasi lintas lembaga (pemerintah dan 

non pemerintah) belum terstandar secara resmi 

B. Hambatan  

-  Mekanisme pencatatan dan pelaporan sarana prasarana belum 

professional  

-  Status BPBD yang masih Tipe B sehingga SDM yang ada masih 

kurang.  

-  Pelatihan pegawai untuk peningkatan kompetensi belum merata 

kepada semua pegawai 

- Belum memiliki peta/rencana kesiapsiagaan untuk setiap bencana 

secara menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen lintas 

sektoral  
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C. Peluang   

-  Memiliki potensi kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat 

dan organisasi keagamaan dalam penanganan bencana 

-  Dukungan dari eksekutif dan legislative dalam program dan kegiatan 

penanganan bencana 

-  Restrukturisasi organisasi BPBD menjadi tipe A sehingga SDM akan 

bertambah 

D. Tantangan    

- Tertib pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana  

- Pengembangan pola kerjasama yang lebih permanen 

- Pemeliharaan sarana dan prasarana 

- Kerjasama lintas sektoral (pemerintah dan non pemerintah) 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

 

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk 

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program 

dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah 

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, 

dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu 

kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif 

berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 

2023.  

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, 

indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran 

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap 

program/kegiatan Perangkat Daerah dari rancangan awal RKPD terhadap 

hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat 

Daerah.  Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten 

Nias Selatan dapat dilihat Tabel TC 31 dibawah ini :  
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang 

yang dimulai dari musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum 

Perangkat Daerah serta pokok-pokok pikiran dewan. Beberapa usulan 

program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana 

sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan 

dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Nias Selatan tahun 2025, namun sebagian belum dapat 

terakomodasi karena tidak sesuai dengan kewenangan dan tupoksi 

penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Nias Selatan. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan 

masyarakat yang berkait dengan urusan penanggulangan bencana 

disajikan dalam tabel TC. 32 berikut :   
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1.   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  

Dalam Draft Awal Rencangan Teknokratik RPJMN tahun 2020-

2024 yang disusun oleh BAPPENAS, di dapatkan bahwa 

pengarusutamaan penanggulangan bencana di Indonesia dititikberatkan 

pada kerentanan Bencana dan Perubahan iklim, sehingga dapat di tarik 

kesimpulan bahwa target/sasaran yang ingin dicapai melalui program 

yang akan dilaksanakan oleh BNPB pada RPJMN ke IV mulai tahun 2025 

adalah upaya menurunkan tingkat kerentanan bencana di Indonesia 

serta masih melaksanakan  upaya untuk menurunkan  indeks risiko 

bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 

Selanjutnya terhadap kebijakan Penanggulangan Bencana provinsi 

Sumatera Utara pada BPBD provinsi Sumatera Utara melalui 

pelaksanaan Program/Kegiatan yang ada pada Renstra BPBD Provinsi 

Sumatera Utara tahun   periode 2018-2023 menyajikan agenda utama 

kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Utara dalam mengantisipasi perubahan 

lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, 

menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus 

menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun. Tujuan 

Organisasi Perangkat Daerah BPBD Provinsi Sumatera Utara adalah 

Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan kebencanaan, 

pemaduan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan 

pembangunan, pengembangan pendidikan dan pelatihan, pengendalian 

dan pelaporan serta sinkronisasi bidang kebencanaan. 

1. Meningkatnya  upaya  pencegahan,  kesiapsiagaan,  dan  

pengurangan resiko bencana 

2. Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 

penanganan pengungsi dan pemulihan sarana vital untuk aktifitas 

masyarakat. 
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3. Meningkatnya  kegiatan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  

bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan 

pembangunan lebih baik. 

4. Meningkatnya hubungan kerjasama antara masyarakat dengan dunia 

usaha dalam pemulihan ekonomi pasca bencana. 

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi OPD BPBD Kabupaten Nias 

Selatan, sebagai bentuk dukungan pada arah kebijakan nasional  untuk 

mendukung prioritas Nasional, Program dan Kegiatannya adalah   

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan 

Perubahan Iklim. 

 

3.2. Tujuan dan  Sasaran Rencana Kerja BPBD Kabupaten Nias 

Selatan. 

 

Tujuan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam 

renstra sebagai berikut : 

1.  Mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  

publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

2.  Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui 

kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. 

 

Berikut tabel Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan :  

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja 

Tujuan/ 

Sasaran Tahun 

2025 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Terwujudnya 

Birokrasi dan 

tata kelola 

 

Nilai Lakip B 
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pemerintah 

yang bersih dan 

baik 

  Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan publik 

dan tata kelola 

pemerintah 

Persentase ASN 

yang mengikuti 

Diklat Teknis 

20% 

 Meningkatnya 

rasa aman dan 

nyaman 

 

IRB 202 

  Meningkatkan 

respon terhadap 

kedaruratan 

Persentase warga 

yang memperoleh 

layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

100 

 

 

3.3.   Program dan Kegiatan. 

 

Sesuai dengan paradigma penanggulangan bencana yang pada saat 

sekarang ini, yang lebih menitikberatkan pada upaya pengurangan risiko 

bencana melalui program/kegiatan pra bencana, yaitu upaya mitigasi, 

peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi kebencanaan, 

pelatihan serta penyebarluasan informasi kebencanan. Salah satu 

kegiatan unggulan pada saat prabencana dan tanggap darurat ialah 

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana yang di 

dalamnya termuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. 

Rancangan Rencana kerja BPBD Kabupaten Nias Selatan tahun 

2025 dilaksanakan dalam rangaka turut mewujudkan tujuan 

pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) 

atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan suatu 
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rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk 

Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan 

melindungi lingkungan.  Tujuan pembangunan berkelanjutan berisi 17 

Tujuan dan 

169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, sesuai 

dengan kesepakatan global pada tanggal 25 September 2015 bertempat 

di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para pemimpin 

dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan 

pembangunan global. Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut 

diwujudkan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan sebagai tonggak utama yang menetapkan struktur dan 

mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk   perencanaan,   

penganggaran,   pembiayaan,   pemantauan   dan pelaporan. 

 

Searah dengan kebijakan nasional serta Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui BPBD 

Kabupaten Nias Selatan melaksanakan program/kegiatan yang 

ditujukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat Kabupaten 

Nias Selatan dalam penanggulangan bencana, meningkatkan tata kelola 

organisasi perangkat daerah. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan 

kegiatan yang bermuatan Pra bencana, penanganan kedaruratan, serta 

penanganan pasca bencana yang kesemuanya juga merupakan upaya 

dalam rangka mencapai target indikator Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) sub-urusan bencana yang didalamnya sudah memuat 3 jenis 

layanan dasar yaitu : 

1.    Pelayanan informasi rawan bencana; 

2.    Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 

3.    Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 
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Untuk melaksanakan semua amanat pembangunan nasional yang 

dilaksanakan di daerah, BPBD Kabupaten Nias Selatan mengelola 2 

program sebagai berikut : 

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  

1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota  

1.05.03.2.01.02 
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 

1.05.03.2.02 
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana 

1.05.03.2.02.01 
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota  

1.05.03.2.02.02 
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota  

1.05.03.2.02.03 

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota 

1.05.03.2.02.04 
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana  

1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 

1.05.03.2.02.06 
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota  

1.05.03.2.02.08 
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 

Bencana Kabupaten/Kota  
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1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi  

1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana  

1.05.03.2.02.11 
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan 

Bencana  

1.05.03.2.03 
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana  

1.05.03.2.03.03 
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota  

1.05.03.2.03.04 
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana Kabupaten/Kota  

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana  

1.05.03.2.04.01 
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota  

1.05.03.2.04.04 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi 

Kebencanaan  

1.05.01 
Program  penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota 

1.05.01.2.01 
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

1.05.01.2.01.01 
Penyusunan  dokumen  perencanaan  perangkat 

daerah 

1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd 

1.05.01.2.01.03 
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-

skpd 

1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd 

1.05.01.2.01.05 
Koordinasi   dan   penyusunan   perubahan   dpa- 

skpd 

1.05.01.2.01.07 Evaluasi kinerja perangkat daerah 
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1.05.01.2.02 Administrasi keuangan perangkat daerah 

1.05.01.2.02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan asn 

1.05.01.2.02.05 
Koordinasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan 

akhir tahun skpd 

1.05.01.2.02.07 
Koordinasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan 

bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd 

1.05.01.2.05 Administrasi kepegawaian perangkat daerah 

1.05.01.2.05.02 
Pengadaan  pakaian dinas beserta  atribut 

kelengkapannya 

1.05.01.2.05.09 
Pendidikan  dan  pelatihan  pegawai  berdasarkan 

tugas dan fungsi 

1.05.01.2.06 Administrasi umum perangkat daerah 

1.05.01.2.06.01 
Penyediaan  komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

1.05.01.2.06.02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

1.05.01.2.06.03 Penyediaan peralatan rumah tangga 

1.05.01.2.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor 

1.05.01.2.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 

1.05.01.2.07 
Pengadaan  barang  milik  daerah  penunjang  urusan 

pemerintah daerah 

1.05.01.2.07.02 
Pengadaan  kendaraan  dinas  operasional  atau 

lapangan 

1.05.01.2.07.05 Pengadaan mebel 

1.05.01.2.07.06 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 

1.05.01.2.08 
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan 

daerah 
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1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

1.05.01.2.08.04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

1.05.01.2.09 
Pemeliharaan  barang  milik  daerah  penunjang 

urusan pemerintahan daerah 

1.05.01.2.09.01 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

1.05.01.2.09.02 

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, 

pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau 

lapangan 

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 

1.05.01.2.09.09 
Pemeliharaan/rehabilitasi   gedung   kantor  dan 

bangunan lainnya 
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BAB IV 

RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

4.1.   Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. 

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 merupakan acuan serta tolok 

ukur resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya melalui pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 

sebagaimana tabel Program/Kegiatan berikut : 
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BAB V 

P E N U T U P 

a. Catatan Penting 

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias 

Selatan merupakan acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran  serta  

tolok ukur untuk mengukur  hasil capian kinerja  dan melakukan evaluasi  

tahunan terhadap  kebijakan, program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis. Dalam rangka pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana perlu mendapatkan 

perhatian yang serius, sehingga dibutuhkan sumber daya yang besar untuk 

melaksanakannya. 

 

b.  Kaidah Pelaksanaan  

Renja   BPBD   Kabupaten   Nias Selatan   Tahun   2025   merupakan 

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Nias Selatan tahun 

2021-2026. Renja BPBD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA BPBD Kabupaten 

Nias Selatan tahun 2025. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam 

pelaksanaannya, yaitu : 

1. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Nias Selatan dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila mendapat dukungan dan komitmen penuh dari Pimpinan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan. 

2. Seluruh   jajaran   BPBD   Kabupaten   Nias Selatan   dan   pemangku 

kepentingan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan didalam 

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah tahun 2024 yang telah disusun dengan 

mengacu pada Rencana Strategis BPBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-

2026 serta melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah    Kabupaten Nias Selatan 2016-2026. 

3. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan menjamin tercapainya 

output sesuai dengan yang di rencanakan maka, dimungkinkan untuk 

disesuaikan pada perubahan anggaran pada tahun berjalan. 

4. Agar   pencapaian   kinerja   pembangunan   bidang   penanggulangan bencana 

daerah berjalan sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan, maka kinerja 
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setiap program dan kegiatan harus dipublikasikan dan melibatkan aspirasi 

masyarakat secara luas. 

 

c. Rencana Tindak Lanjut 

Dengan adanya Renja BPBD Kabupaten Nias Selatan diharapkan prioritas 

program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dapat lebih 

terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya Renja BPBD Kabupaten Nias Selatan ini dijadikan sebagai 

bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan 

plafond anggaran sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam 

kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara 

optimal. 

Dengan rencana kerja ini diharapkan kepada seluruh Bidang pada BPBD 

Kabupaten Nias Selatan untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan hasil yang telah disepakati dalam forum Perangkat Daerah, sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang akan akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Nias Selatan di 

tahun 2025. 

 

Teluk Dalam, 29 Juli 2024 

 

Kepala Pelaksana  

BPBD Kab. Nias Selatan,  

 

 

 

AROZATULO MADUWU, S.Pd 

PEMBINA TK. I 

NIP. 19691015 199401 1 001 


